SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 224 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PATROLI GABUNGAN PADA
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat

—

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Dinas Kebakaran Dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan
Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan patroli di
wilayah Provinsi Papua Tengah;

bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan patrol
gabungan pada Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja, perlu membentuk tim pelaksana;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Patroli Gabungan pada Dinas
Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana
dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Menetapkan
KESATU
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan
Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Patroli Gabungan pada
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan
Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
Tengah, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

i

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

mempunyai tugas:

a. melaksanakan Kkegiatan patroli gabungan di wilayah
Provinsi Papua Tengah;

b. membuat dokumentasi dan laporan hasil kegiatan;

c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai
bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 November 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

kW=

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 224 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

L Pengarah : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja.

II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja.

III. Ketua :  Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum.

IV. Wakil Ketua :  Kasie. Ketertiban Umum dan Ketentraman.

V. Sekretaris : Kasie. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

. Theodorus Irianto, S.Pd.
Derek Nurlette, S.Sos.
Ulfa Rohmatula A, A.Md.
Raden Sirandan, S.E.
Yoga Triatmoko, S.E.
Nikson Asmuruf, S.I.P.
Festus AP

Gregol Rumbiak

Yery Fernando Rumbaibab
. Yopi Boi Patiwenas

. Fernando Z Tampubolon
. Acer Wanaha

. Hengky Uyai

. Gregorius Manurung

. Konderatus Pigai

. Muhammad Suleman

. Andarias Bisai

. Robin Gultom

. Ni Made Tini Jayanti

. Praijer Tambunan

. Yohdin Rura Paurru

. Jabal Nur

. Rodina Rumrawer

. Ayub Sirandan

. Esiama Murib

VI. Anggota
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26. Sarlota Onim

27. Inius Hilapok

28. Roy Siahaan

29. Nakson Boma

30. Poltak Sirait

31. Yoni Asso

32. Marinus Hao

33. Rosalina Walilo

34. Yohanes A. Degei

35. Putra Irawan Simanjuntak
36. Fanderi Brayewn Sroyer
37. Hemi Enumbi

38. Martha Badi

39. Jonathan Sinaga

40. Agrestio Mallu

41. Frens W. Tampubolon
42. Joel Rumahorbo

43. Paskalina Hubi

44. Fere Sobolim

45. Melkius Lokon

46. Rivky Makikui

47. Adolf Sawaki

48. Yosua Kogoya

49, Natalis Uropmabin
50. Daniel Mandiwa

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

\_ A

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002




